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BUPATIGOWA -· 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 

NOMOR : 01 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA 

TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Kepala Daerah rnengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Gowa Tahun 
Anggaran 2014. 



Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 teQtang Pemben\ukan Daerah - Daerah Ting�at II di Sulawesi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 

2. UllC:fang - Undang Nomor 28 lahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ne�ra yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme { Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun �999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3851 ) ; · 

3. Undang - Undaiig Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuan,gan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, TamDc1han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); · · ! 

4. undanq - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambatlan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 4355 ) ; 

5. Umdang - Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pernenksaan Pengelola� dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran N�ara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 

6. Umdang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem iPerencanaan Pembangunan "asional ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 

7. Umdang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perirnlpangan Keuat;1gan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
paerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negiara Republik Indonesia 
Nomor 4438 ) ; · 

8. Uradang - Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratura,, Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. UAdang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin,tahan Daerah (Lembaran N�gara Republik Indonesia Tehun 2014 
Ncamor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 5587) sebaqeirrena telah diubah beberapa kaij terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un(1ang Nomor 23 Tahun 2014 (kembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomr 56l9); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyele�garaan Pemenntahen 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q01 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N<i>mor 4090 ) ; 

11. Peraturan Pemefintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang. Ked!.udukan Protokoler dan Keuengan Pirnpinan dan Anggotp Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q04 Nomor 90, Tambahan Lembaren Negar(\ Republik 
Indonesia Nomot 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerattJrcm Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan ternbaran Nega(a Republik Indonesia Nomor 4721 ); 



12. Peratwan Pemerintan Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuang�n Badan Layanan urmm ( Lembaran Negara 
Repul)ilik Indonesia lahun 2005 Nomor 48, TambaJ,an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ; 

13. Peraturen Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten\ang Standar A.kuntansi Pemerinteban ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran �gara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
t.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 516S); 

14. Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tehun 2005 tentang Pinjamah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerint:ah Nomor 55 T-ahun 2005 tentanq Dana Petimbangan ( Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanq Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2oQ5 Nomor 138, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentanq Hibah kepada Daerah ( Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerint.an Nomor 58 Tahun 2005 tecf,lt:ang Pengelo�an Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor �40, Tambahan Lembaran Ne�ara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan St.andar Pelayanan Minimal 
( Lembaran Negara Republik Indo�sia Tahun 2� Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pernerintan Nomor 8 Tahun 2006 tent:ang Lapcran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Repub,.lik Indonesia Tahun 2006 Not;nor 25, Ternbahan Lembaran Negara Republik Indonesia �omor4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tal1Un 2007 ten�ng Pembagian. Urusan Pemerint:ahan antara Pemerint:ah, Pemerintahan Daerah 
Provirv;i dan Pernermtahan Daerah1 Kabupaten/KQta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737i); 

22. Perat4ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ,1 Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 
Pembentukan Perser-0an Terbatas Gowa MakaSSl;lr Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Ting�t II Gowa Nornor 21 Tahurn 1996 Seri C Nornor 2 ), sebagaimana teleh diubah dengan Perawran Daerah Kabupaten 
Daerah Tinglcat II �wa Nomor 04 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Kabupaten · Gowa Nomor 04 Tahun 2000 Seri C Nomor 1 ); 

23. Perat..,-an Daerah �bupaten Gowa Nomor 3 Tat\un 2002 tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Kabupaten Gowa ( Lembaran 
Daerab Kabupaten Gowa Tahun 2002 Nomor 14 ); 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan PertanggU1Qjawaban Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 01 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahl.m 2003 Nomor 21 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa 
( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 ); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa 
( Lembaran Daerah ICabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalan Wilayah Kabupaten Gowa 
( Lembaran Daerah ICabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Taht..in 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holcing Company) Gowa Mandiri 
Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahlll 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 r.>mor 22); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasl dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa 
( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8). 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organtsasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
( Lembaran Daerah ICabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa 
Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 14); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun · 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 02); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA 

dan 

BUPATIGOWA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN GOWATAHUN ANGGARAN 2014 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan realisasi ar.ggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan 

(2) Laporan keuar.gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan 
usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Rp. 185.294.101.915,42 

Rp. 215.431.066.970,65 
Rp. 30.136.965.055,53 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 Sebagai berikut: 

a. Pendapatan ,........ Rp.1.240.560.247.123,37 
b. Belanja :......... Rp.l.275.837.753.098,00 

Surplus/(Defisit)........................................ (Rp. 35.277 .505.974,63) 

c. Pembiayaan. 
- Penerimaan . 
- Pengeluaran . 
Surplus/(Defisit) . 



Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

{1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.990.313.309,37 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.1.213.569.9]3.814,00 
b. Realisasi Rp.1. 240.560.247.123.37 

Selisih Rp26.990.313.309,37 
{2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah {Rp117.554.671.289,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.393.392.424.387,00 
b. Ralisasi Rp.1.275.837.753.098,00 

Selisih {Rp117.554,671.289,00) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rpl44.544.984.598,37 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp.179.822.490.573,00) 
b. Realisas! (Rp. 35.277.505.974,63) 

Selisih Rp144.544.984.598,37 

{Rp149.310.941,05) 

Rp.215.580.377.912,00 
Rp.215.431.066.970. 95 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp149.310.941,05) dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

selisih 

{RpS.620.922.283,47) 
realisasi penerimaan Pembiayaan Neto sejumlah RpS.471.611.342,42 dengan rincian sebagai 

RpS.471.611.342,42 

Rp. 35.757.887.339,00 
Ro 30.136.965.055,53 

Rp. 179.822.490.573,00 
Rp. 185.294.101.915,42 

(5) Selisih anggaran dengan reahsasl pengeluaran pembiayaan sejumlah ·{RpS.620.922.283,47) dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih 

(6) Selisih anggaran dengan 
beriktJt: : 
a. Anggaran pembiayaan neto 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih 



Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 
a. Jurnlan aset Rp. 2.462.640.610.500,74 
b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuitas dana 

Rp. 
Rp. 

6.135.727.272,00 
2.456.504.883.228,74 

Pasal 5 

181.444.090.903,95 
344.578.327.292,37 

3.79.477.753.293,00) 
3.050 . .524,53) 

0,00 
620.273.282,00 

1.868.432.342,00 
602.986.413,94 

148.633.306,416.73 

Rp. 
Rp. 
(Rp. 
(Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Laporan arus kas sebeqairnana 'dlmeksod dalam Pasal i ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
Tahun 2014 sebagai berikut: 
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014 
b. Arus kas dari aktivitas operasi 
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan 
d. Arus kas dari aktMtas pemb!ayaan 
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran 
f. Kas Di Benda hara JKN 
g. Kas di Bendahara Pengeluaran 
h. Kas di Bendahara Penerimaan 
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014 

Pasal 6 

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan . 

. Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari : 
a. lampiran I Laporan realisasi anggaran 



Lampiran 1.1 
Lampi ran I. 2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

L.ampiran 1.5 
Lampiran 1.6 
Lampi ran I. 7 
L.ampiran 1.8 
Lampi ran I. 9 

L.ampiran 1.10 
L.ampiran I.11 

b. L.ampiran II 
c. L.ampiran III 
d. L.ampiran IV 

Ringlcasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rindan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah · untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan r.egara; 
Daftar piutang daerah; 
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Daftar realisasi penambahan dan pengur.angan asettetap daerah; 
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kemba!i dalam 
tahun anggaran berikutnya; 
Daftar dana cadangan daerah ; dan 
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
Neraca 
L.aporan arus kas 
Catatan etas laporan keuangan 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 
a. L.aporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini 
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran VI Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 9 

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

. � �. L. A 



Pasal 10 

Per,aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
pada tanggal 05 £gustus 20t5 

\ 

BUPATI GOWA, 

�- 
H. ICHSAN YASIN LIMPO 

I >h mda�n di Sungguminasa 
t.anggal 05 jgustus 2015 

EKRETARIS DAERAH 
00rt,JPATEN GOWA, 

H. MUOIUS 

MBARAN DAERAII KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR o1 

ft 


